BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pembangunan Perumahan Rakyat Berlian Blorep
Permai pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW, khususnya dalam
penetapan lokasi yang berada dalam zona permukiman. Di lapangan masih
terdapat sebagian kecil area yang bersinggungan dengan zona pertanian dan
sempadan sungai, sehingga diperlukan penyesuaian agar pemanfaatan ruang
tetap sesuai aturan. Pembangunan yang telah dilakukan mencakup penyiapan
kawasan dan pembangunan 100 unit rumah, namun fasilitas pendukung
seperti drainase, jalan lingkungan, dan ruang terbuka belum sepenuhnya
memenuhi kebutuhan penghuni. Pengawasan dari Dinas PUPR telah berjalan
tetapi belum optimal karena keterbatasan sumber daya. Secara umum,
pelaksanaan pembangunan perumahan ini sudah sesuai dengan ketentuan tata
ruang, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek infrastruktur
pendukung, pengawasan, serta pemahaman masyarakat mengenai

pemanfaatan ruang.

B. Saran
Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan pengawasan dan
koordinasi dalam memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan
tata ruang. Pengembang perlu memperbaiki dan melengkapi fasilitas umum

kawasan, terutama sistem drainase, kondisi jalan lingkungan, dan penyediaan
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ruang terbuka bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan turut menjaga
lingkungan perumahan serta berperan aktif dalam menyampaikan kebutuhan

dan permasalahan yang muncul.

Agar pemanfaatan ruang berjalan sesuai aturan, diperlukan pula
peningkatan sosialisasi mengenai ketentuan RTRW kepada masyarakat dan

seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan.
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